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PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2014/P2 ﬁﬂlﬁ,“djp-____gﬁ

DEMI KEADILAN BERKuASARKAN RE 1TuRANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan lou Rumah Tangga,
pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,
tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya
disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 Januari
2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan
register Nomor 126/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 23 Januari 2014 mengajukan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di

Samboja, pada tanggal 5 Agustus 1997 dan pernikahan tersebut telah
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dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai dengan Nomor
151/20/V111/1997, tanggal 12 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama
dirumah orangtua tergugat di Balikpapan selama 1 tahun, kemudian
bertempat tinggal di Balikpapan selama 2 tahun, dan terakhir tinggal
dirumah sendiri di Balikpapan. Dan perkawinan penggugat dan tergugat
telah berjalan lebih kurang 16 tahun dan dari perkawinan tersebut
penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat

dan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan 6 tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dan
tergugat tidak harmonis antara penggugat dan tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan:
A. Percekcokan yang berkepanjangan

B. Dan tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat dan lebih dari 3

kali dan didengar orang lain;

4. Sejak tanggal 24 November 2013 penggugat pergi meninggalkan rumah dan
pulang ke rumah orangtua dikarenakan tergugat telah menjatuhkan talak

kepada penggugat;

5. Bahwa dengan sehubungan hal tersebut penggugat menderita lahir dan
batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat

dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/ dalil — dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di
persidangan, baik melalui majelis hakim maupun mediator Muslim, S. H. salah
seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya,
namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan
tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil penggugat
dan membantah selebihnya;

Bahwa adapun yang dibantah adalah waktu terjadinya percekcokan
yakni bukan Bulan Juni 2013 melainkan pada Bulan November 2013,
sedangkan masalah menjatuhkan talak 3 benar tergugat lakukan namun atas
paksaan penggugat. Walaupun sudah berpisah tempat tingggal sejak Bulan
November 2013, antara penggugat dengan tergugat masih melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan yang terakhir melakukan
hubungan suami istri pada tanggal 1 Januari 2014;

Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai tergugat
menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai dengan Nomor  151/20/
V111/1997, tanggal 12 Agustus 1997, bertanda P, surat bukti tersebut di atas
telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai

cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
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Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan
dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibou Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

2. SAKSI Il, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan

keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita

Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah

termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya
sedangkan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun di persidangan dan
menyerahkannya pada putusan pengadilan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah
termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan
penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda
P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh
penggugat, tergugat pada dasarnya mengakui semua dalil gugatan penggugat
dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan
dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar
antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan
dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat,
dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi
tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil
penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah
tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang dikemukakan di
depan persidangan, serta keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan
penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat
dan tergugat dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat
dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah
sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan
bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan
rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan

hukum dan dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan
atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai
Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara
ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

e Mengabulkan gugatan penggugat;

e Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT, terhadap
penggugat PENGGUGAT;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang
ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah
tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
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e Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal
25 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh
kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi
Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
penggugat di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis
ttd
ttd Dra. Juraidah
Drs.Elya

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.
Perincian biaya perkara:

e Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

e Biaya proses Rp. 75.000,00
e Biaya Panggilan Rp 300.000,00
e Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
e Meterai Rp. 6.000.00
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Jumlah Rp. 416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.
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